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Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah pasal 345 ayat 1
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
wajib membangun manajemen publik, salah
satunya dengan membentuk Badan Layanan
Umum Daerah dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan (Pasal 346).

Dalam Biro Perekonomian Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota bagian BUMD dan
BLUD turut serta dalam pelaksanaan
penerapan BLUD khususnya pada subbagian
BLUD dalam bagian BUMD dan BLUD bertindak
sebagai koordinator. Aturan ini mengacu
kepada Permendagri Nomor 79/2018 tentang
BLUD dan Permendagri 56/2019 tentang

Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan lampiran Permendagri No.
56 Tahun 2019, fungsi subbagian BLUD di
Biro Perekonomian meliputi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis evaluasi Badan Layanan Umum
Daerah;

2. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan
teknis evaluasi Badan Layanan Umum
Daerah;

3. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk
pelaksanaan kebijakan evaluasi Badan
Layanan Umum Daerah; dan

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan
pemantauan, evaluasi, analisis dan
pelaporan  kebijakan  perencanaan,
pengembagan serta Kerjasama Badan
Layanan Umum Daerah

Mengacu dalam Permendagri 79 Tahun 2018 Pasal 1ayat1:

menyatakan bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana
Teknis Dinas atau disingkat UPT/D
yang telah menerapkan BLUD akan
memiliki fleksibilitas sesuai dengan
pengertian BLUD menurut
Permendagri 79 Tahun 2018.

UPT/UPTD BLUD di Indonesia

meliputi:

1. SPAM 6. Rumah Sakit

2.DLH 7. UPDB

3. Kementerian 8. Kementerian
Pertanian perhubungan

4. SMKN 9. Kementerian PUPR

5. Puskesmas 10. Pariwisata

Organisasi pemerintah daerah menuntut UPT/D untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang dikelola dengan lebih profesional. Sehingga, BLUD menjadi alternatif untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas anggaran yang dimiliki
BLUD. Dengan demikian, UPT/D atau Badan Daerah yang menerapkan BLUD bisa
meningkatkan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.
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UPT/D atau Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD
menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun
2018 harus memenuhi persyaratan, antara lain:

Syarat substantif dapat terpenuhi apabila
tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

atau Badan Daerah bersifat operasional % SYARAT SUBSTANTIE |
dalam menyelenggarakan pelayanan umum J

menghasilkan semi barang atau jasa publik.

| Persyaratan menjadi BLUD secara teknis terpenuhi

" apabila:

;o Karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
= — Dinas atau Badan Daerah dalam memberikan

pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan

menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan

pencapaian target keberhasilan.

o Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada

Persyaratan menjadi BLUD secara adminitratif masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola
terpenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan menerapkan BLUD.

atau Badan Daerah membuat dan
SYARAT ADMINISTRATIF §

SYARAT TEKNIS

menyampaikan dokumen seperti  Surat
Pernyataan Kesanggupan untuk
Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Renstra,
Standar  Pelayanan  Minimal,  Laporan

Keuangan atau Prognosis/Proyeksi Keuangan;
dan Laporan Audit Terakhir atau atau
Pernyataan Bersedia di Audit Oleh Pemeriksa
Eksternal Pemerintah.



Permasalahan umum instansi yang belum

menerapkan BLUD:

Banyak UPT/D yang mengalami hambatan dalam hal:

1. UPT/D belum memahami langkah-langkah atau
tahapan untuk menerapkan BLUD

2. UPT/D belum memahami penyusunan Dokumen
Persyaratan Administratif untuk penerapan BLUD
yang terdiri dari:

4. 1.

Standar pelayanan iurot pernyataan y
minimal; esanggupan untu

meningkatkan kinerjaq;

D.

Laporan keuangan atau Pola tata kelola;
prognosis [proyeksi
keuangan; dan

6.

Laporan audit terakhir
atau pernyataan
bersedia untuk diaudit
oleh pemeriksa
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Permasalahan umum instansi yang sudah
menerapkan BLUD:

Banyak UPT/D yang belum memahami bagaimana
menerapkan BLUD, hal ini terjadi banyak instansi
mengalami kesulitan dalam akuntabilitas dan
keuangan BLUD terutama pada permasalahan berikut:

Penyusunan dokumen Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA)

Penyusunan laporan
pertanggungjawaban bulanan
untuk penerimaan dan
pengeluaran BLUD

)

Penyusunan laporan
keuangan BLUD




Solusi
Permasalahan BLUD

— Berdasarkan
permasalahan diatas,
UPT/D memerlukan
pendampingan dalam
menjalankan tahapan
persyaratan,
permohonan, penilaian
dan persetujuan
menerapkan BLUD oleh
kepala daerah.

Untuk mendukung hal tersebut
kami memiliki layanan berupa:

l Pendampingan Persiapan Penerapan
BLUD

Pendampingan ini sebagai langkah yang tepat untuk UPT/D dalam
menjalankan persiapan penerapan BLUD. Pendampingan dilakukan oleh
tenaga ahli yang berpengalaman dalam mendampingi lebih dari 1000
instansi untuk menerapkan BLUD. Melalui pendampingan diharapkan UPT/D
dapat memahami persiapan penerapan BLUD sesuai dengan Permendagri
~ No 79 Tahun 2018. Sehingga kinerja UPT/D menjadi lebih efisien dan efektif.
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Penyusunan Persyaratan Penerapan
BLUD

UPT/D yang hendak menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
memerlukan penyusunan dokumen administratif. Dalam hal ini kami memiliki
tenaga ahli yang berpengalaman dalam menyusun dokumen administratif.
Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan UPT/D mampu menerapkan
BLUD sesuai dengan Permendagri No 79 Tahun 2018. Sehingga kinerja UPT/D
menjadi lebih efisien dan efektif.

Pendampingan Implementasi Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD

UPT/D yang telah menerapkan BLUD memerlukan pendampingan secara
intensif untuk melaksanakan PPK BLUD. Dalam hal ini kami memiliki tenaga ahli
yang berpengalaman dan memahami implementasi Pola Pengelolaan

— Keuangan BLUD untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam penerapan pola——
pengelolaan keuangan BLUD. Pendampingan ini bertujuan agar instansi UPT/D
mMmampu menyajikan Laporan Keuangan BLUD sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan serta dapat diterima oleh BPK.

Rincian Output Pendampingan

Pendampingan Output
Pendampingan penyusunan — Dokumen RBA
rencana bisnis & anggaran

) . Laporan Pertanggung
Pendampingan Penerimaan, jawaban Penerimaan,
Pengeluaran, dan Pembiayaan Pengeluaran dan
BLUD Pembiayaan BLUD
H

Pendampingan penyusunan Laporan keuangan sesuai

laporan keuangan BLUD PSAPI13







